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AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajian Laporan Akuntablitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangg Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasarn yang ditetapkan.


Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Exelence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.


Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat. 
b. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
c. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja  yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

TABEL 3.1 
SKALA PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
	NO.
	SKALA CAPAIAN KINERJA
	KATEGORI

	1
	2
	3

	1
	100 %
	Memuaskan

	2
	85,00%  <  capaian < 99,99%
	Sangat baik

	3
	70,00%  <  capaian < 85,00%
	Baik

	4
	55,00 % <  capaian < 70,00 %
	Cukup

	5
	Capaian < 55,00 %
	Kurang


Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 1 sasaran dan 9 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 . Pencapaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
TABEL 3.2
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
	No
	Predikat
	Jumlah Sasaran
	Jumah Indikator Kinerja

	1
	Memuaskan
	1
	8

	2
	Sangat baik
	
	1

	3
	Baik
	
	

	4
	Cukup
	
	

	5
	Kurang
	-
	

	Jumlah
	1
	9


Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 sasaran dan 9 indikator, hanya terdapat 1 indikator yang tidak dapat tercapai 100% yaitu persentase PNS Lulusan S1 yang hanya tercapai 93,28%. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagi berikut:

TABEL 3.3
PENCAPAIAN SASARAN
	No
	Sasaran
	Jumlah Indikator
	Rata-rata capaian
	Keterangan

	1
	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur di Kabupaten Temanggung
	9
	99,25
	Sangat baik

	Jumlah
	9
	99,25
	Sangat baik


Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran dan 9 Indikator sesuai dengan Penetapak Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2018 dapat tercapai 99,25 atau kategori “sangat baik”. 


Pada tahun 2018, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 1 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :

Sasaran 1.1: Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur di Kabupaten Temanggung
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA
	No.
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	SATUAN
	Target RPJMD 2013-2018
	CAPAIAN KINERJA 2018
	% Capaian Akhir RPJMD

	
	
	
	
	TARGET  
	REALISASI
	CAPAIAN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
	%
	1,9
	1,9
	10 
	100
	100

	2
	Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa
	%
	3
	3
	4,56 
	100
	100

	3
	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
	%
	34
	34
	35,63 
	100
	100

	4
	Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS
	%
	95
	95
	100
	100
	100

	5
	Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong
	%
	90
	90 
	95,17 
	100
	100

	6
	persentase PNS Lulusan S1
	%
	58
	58 
	54,10
	93,28
	93,28

	7
	Persentase PNS Lulusan S2/ S3
	%
	5,1
	5,1 
	5,55
	100
	100

	8
	Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu
	%
	55
	55
	99,81
	100
	100

	9
	Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu
	%
	100
	100 
	100 
	100
	100

	
	Rata-rata Capaian
	%
	
	
	
	99,25
	99,25


Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur di Kabupaten Temanggung rata-rata tercapai 99,25% dengan kategori Sangat Baik. Untuk capaian kinerja meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur diukur dari indikator persentase pengisian jabatan struktural yang kosong tercapai 88,89%, telah melebihi target yang ditentukan yaitu 87% dengan prosentase capaian sebesar 100%. Sementara itu untuk capaian kinerja diukur dari 8 (delapan) indikator yaitu :

1. Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional sampai dengan 2018 ditargetkan 1,9 % dengan total jumlah PNS 6.778 orang, realisasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 678 orang atau 10 % sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai. Kami sampaikan data PNS yang mengikuti diklat teknis sebagaimana tabelberikut:
TABEL 3.5
DATA PENGIRIMAN DIKLAT PNS
	No
	Keterangan
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Data pengiriman diklat PNS
	146
	189
	446
	678


2. Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa melebihi target, ditargetkan sampai dengan tahun 2018 sebesar 3% dan realisasi sampai dengan 2018 sebesar 4.56 %  (PNS bersertifikat PB/J  pada tahun 2018 sejumlah 309 orang  dari jumlah pegawai 6.778 orang);

TABEL 3.6
DATA PNS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PBJ
	No
	Keterangan
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Jumlah PNS yang memiliki sertifikat PBJ
	276
	290
	304
	309


3. Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan melebihi target, ditargetkan 34% tercapai 35,63 %  (Pejabat struktural yang telah lulus Diklatpim sejumlah 253 orang dari 710 orang pejabat struktural) ;
TABEL 3.7
DATA PEJABAT YANG TELAH LULUS DIKLATPIM
	No
	Keterangan
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Jumlah Pejabat Struktural yang telah lulus Diklatpim
	411
	471
	380
	253


4. Persentase Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS melebihi target, ditargetkan 95 % tercapai 100% (Jumlah Kasus yang tertangani/terselesaikan sejumlah 12 orang dari Jumlah Kasus yang masuk 12 orang);
TABEL 3.8
DATA KASUS YANG TERSELESAIKAN
	No
	Keterangan
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Jumlah Kasus yang terselesaikan
	17
	15
	7
	12


5. Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong sudah sesuai target yang diinginkan 90 % tercapai 95,17% (710 jabatan struktural terisi dari 746 jabatan struktural);
TABEL 3.9
DATA JABATAN STRUKTURAL YANG TERISI
	No
	Keterangan
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Jumlah Jabatan Struktural yang terisi
	847
	739
	784
	710


6. Persentase PNS Lulusan S1 belum sesuai target yang diinginkan 58% realisasi 54,10 % (PNS lulusan S1 sampai dengan 2018 sejumlah 3.667 orang dari 6.778 orang PNS); 
TABEL 3.10
DATA PNS LULUSAN S1
	No
	Keterangan
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Jumlah PNS lulusan S1
	4.151
	3.551
	3.596
	3.667


7. Persentase PNS Lulusan S2/S3 belum sesuai dengan target yang diinginkan 5,1% realisasi 5,55% (PNS lulusan S2/S3 sampai dengan 2018  sejumlah 376 orang dari 6.778 orang PNS);
TABEL 3.11
DATA PNS LULUSAN S2
	No
	Keterangan
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Jumlah PNS lulusan S2
	338
	334
	339
	376


8. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu telah sesuai dengan target yang diinginkan 55% terealisasi 99,81% (SK KP diserahkan tepat waktu sebelum tmt sejumlah 1.032 SK dari Jumlah SK KP : 1.034 SK);

TABEL 3.12
DATA PENYELESAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT TEPAT WAKTU
	No
	Keterangan
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Jumlah Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu
	660
	851
	860
	1.032


9. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu tercapai sesuai dengan target 100% (SK Pensiun diserahkan tepat waktu sebelum tmt sejumlah 304 SK dari jumlah realisasi SK Pensiun 304 SK)
TABEL 3.113
DATA PENYELESAIAN USULAN PENSIUN TEPAT WAKTU
	No
	Keterangan
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Jumlah Penyelesaian Usulan Pensiun Tepat Waktu
	158
	279
	283
	304


Capaian kinerja pada sasaran strategis, rata-rata capaian kinerja tahun 2018 adalah 99,25% apabila dibandingkan dengan tahun 2017, mengalami kenaikan dimana di Tahun 2017 tercapai 98,73%
Dari sasaran Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu 
1. Persentase PNS Lulusan S1 belum sesuai target, ditargetkan 58% realisasi 49,85% (PNS lulusan S1 sejumlah 3.667 orang dari 6.778 orang PNS). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan PNS dengan ijazah S1 diakui setelah yang bersangkutan lulus ujian penyesuaian ijazah dan telah tercantum dalam SK kepangkatannya. Pada tahun 2018 telah dilakukan ujian penyesuaian ijazah namun demikian belum bisa menaikkan prosentase lulusan S1 karena hasil ujian penyesuaian ijazah baru terbit setelah melewati periode pengusulan kenaikan pangkat pada bulan Oktober 2018.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran adalah sebesar Rp. 6.387.348.054,00 (Enam milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) atau 92,05% dari total pagu sebesar Rp. 6.939.094.432,00 (Enam milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,95% dari pagu yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian sasaran, sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan progam, dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan, dengan realisasi kegiatan tersedianya 5 buku Evaluasi Renstra, Renja, LKJIP, DPA, RKA..
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:

a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi kegiatan terbayarnya biaya penggunaan listrik, air, telepon dan internet selama 12 bulan;
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kegiatan siapnya kendaraan dinas operasional yang siap pakai yakni kendaraan dinas roda empat sebanyak 4 unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 13 unit;
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan realisasi kegiatan tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan;
d) Penyediaan alat tulis kantor, dengan realisasi kegiatan tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan;
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan realisasi kegiatan tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan;
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan realisasi kegiatan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan;

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi kegiatan tersedianya surat kabar/majalah selama 12 bulan; 

h) Penyediaan makanan dan minuman, dengan realisasi kegiatan tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu selama 12 bulan;

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan realisasi kegiatan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan;

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, dengan realisasi kegiatan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan;

k) Jasa Pelayanan perkantoran, dengan realisasi kegiatan terbayarnya uang lembur PNS, penyediaan jasa surat menyurat/benda pos lainnya, gaji driver dan gaji satpam, jasa pelayanan kantor selama 12 bulan. 
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan:

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan realisasi kegiatan tersedianya 1 unit sound system, 1 unit kamera setara DLSR, 1 unit tripod, 2 unit meja kantor, 1 unit lemari arsip
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan realisasi kegiatan terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan dan renovasi 1 kamar mandi (penggantian keramik)
c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan realisasi kegiatan terpeliharanya peralatan komputer selama 12 bulan;

d) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, dengan realisasi kegiatan terpeliharanya mebeleur kantor selama 12 bulan.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, meliputi kegiatan:

a) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, dengan realisasi kegiatan terkirimnya 98 orang peserta diklat teknis fungsional;

b) Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan, dengan realisasi kegiatan terselenggaranya bimtek PBJ tingkat dasar sekaligus ujian sertifikasi sebanyak 20 orang, dengan jumlah peserta lulus sebanyak 5 orang;
c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian, dengan realisasi kegiatan terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian bagi 270 orang;
d) Monitoring dan evaluasi perundang-undangan bidang Kepegawaian, dengan realisasi kegiatan terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan perundang-undangan bidang Kepegawaian di 30 OPD/Unit Kerja/UPT;
e) Bintek Administrasi Kepegawaian, dengan realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Bintek Administrasi Kepegawaian dengan 27 Peserta;
f) Bintek Akuntansi Keuangan, dengan realisasi kegiatan yakni terselenggaranya Bintek Akuntansi keuangan dengan peserta sebanyak 47 orang;
g) Bintek Komputer, dengan realisasi kegiatan yaitu terselenggaranya Bintek Komputer dengan peserta sebanyak 90 orang;
5) Program Pembinaan, Kesejahteraan Aparatur dan Informasi Kepegawaian meliputi 
kegiatan:

a. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, dengan realisasi kegiatan terselesaikannya usul Kenaikan Pangkat bagi PNS yang memenuhi persyaratan berupa terbitnya 1.032 SK Kenaikan Pangkat;

b. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, dengan realisasi kegiatan yaitu berkas usulan penerima penghargaan Satyalancana karya Satya bagi 50 orang PNS;

c. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, dengan realisasi kegiatan 12 kasus pelanggaran disiplin pegawai selasai diproses sampai penerbitan SK hukuman disiplin;
d. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, dengan realisasi kegiatan diberikannya bantuan untuk 2 orang PNS tugas belajar;

e. Pengangkatan PNS telah terlaksana pengangkatan PNS dari CPNS Bidan PTT dan THLTP pertanian sejumlah 143 orang;
f. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS, dengan realisasi kegiatan tersedianya data kompetensi calon pejabat untuk pengembangan karir PNS; 

g. Penyusunan formasi pegawai,  dengan realisasi kegiatan tersusunnya dokumen 1 (satu) dokumen formasi pegawai; 

h. Proses penanganan ijin perceraian bagi PNS, dengan realisasi kegiatan terselesaikannya ijin perceraian bagi 23 PNS dengan total pengajuan permohonan ijin perceraian sebanyak 25 berkas/PNS;

6) Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
i. Pemberian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun, dengan realisasi kegiatan diserahkannya KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun sejumlah 760 Kartu/SK.

j. Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK, dengan realisasi kegiatan terlaksananya 5 kali pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK;

k. Pengelolaan administrasi kepegawaian, dengan realisasi kegiatan tersosialisasinya jabatan fungsional tertentu pada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
l. Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, dengan realisasi kegiatan entry/update data simpeg 5000 record, 1 paket pengembangan aplikasi simpeg yaitu aplikasi Peluk ASN;
m. Fasilitasi Uji Kesehatan dengan realisasi kegiatan terfasilitasinya uji kesehatan bagi 2 orang PNS yang sakit berkelanjutan.
n. Pembuatan ID Card dengan realisasi kegiatan berupa terlaksananya proses pembuatan ID Card PNS dilingkungan Pemerintah kabupaten Temanggung sebanyak kurang lebih 2.000 PNS, namun demikian masih terkendala proses distribusi dikarenakan adanya perubahan SOTK.
7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kepegawaian dengan realisasi 3 draft Peraturan Bupati, yaitu :

· Pedoman pindah wilayah kerja (mutasi) pindah masuk dan keluar

· Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan SK dan surat-surat lain dibidang kepegawaian

· Kenaikan dan penurunan kelas jabatan bagi pejabat pelaksana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2018, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 6.939.094.432,00 (Enam milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua) bersumber dari APBD. Realisasi anggaran sejumlah Rp. 6.387.348.054,00 (Enam milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah). Secara ringkas  komposisi realisasinya sebagai berikut :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG,  sebesar Rp. 3.440.227.632,00
2. BELANJA LANGSUNG, sebesar  Rp. 3.498.866.800,00
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci  dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Tahun 2018
	SASARAN
	PROGRAM/KEGIATAN
	ANGGARAN
	REALISASI
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur
	A
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	3.440.227.632
	3.340.996.105
	97,12 %

	
	
	a.   Gaji dan tunjangan
	2.549.353.432
	2.458.157.905
	96,42 %

	
	
	a) Tunjangan
	890.874.200
	882.838.200
	99,10 %

	
	B
	BELANJA LANGSUNG
	3.498.866.800
	3.046.351.949
	87,07 %

	
	1. 
	Program Perencanaan Pemb. Daerah
	3.240.000
	2.773.750
	85,61 %

	
	
	a.
Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
	3.240.000
	2.773.750
	85,61 %

	
	3.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	477.200.000 
	401.720.192 
	84,18 %

	
	
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 
	36.000.000
	25.330.253
	70,36 %

	
	
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas /operasional 
	75.000.000 
	74.132.882
	98,84 %

	
	
	c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 
	66.732.000 
	44.311.183 
	66,40 %

	
	
	d. Penyediaan Alat tulis Kantor 
	15.000.000 
	13.216.400 
	88,11 %

	
	
	e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 
	20.000.000
	12.117.050
	60,59 %

	
	
	f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	7.000.000
	5.379.000
	76,84 %

	
	
	g. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
	2.700.000
	2.640.000
	97,78 %

	
	
	h. Penyediaan makanan dan minuman
	25.000.000
	18.475.510
	73,90 %

	
	
	i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	80.000.000
	79.998.164
	99,99 %

	
	
	j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	10.000.000
	6.635.000
	66,35 %

	
	
	k. Penyediaan Jasa Pelayanan perkantoran
	139.768.000
	119.484.750
	85,49 %

	
	4.
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	8.000.000
	7.321.250
	91,52 %

	
	
	a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
	8.000.000
	7.321.250
	91,52 %

	
	5.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	74.101.000
	60.351.233
	81,44 %

	
	
	a. Bintek Administrasi Kepegawaian
	74.101.000
	60.351.233
	81,44 %

	
	6.
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	103.545.000
	80.066.200
	91 %

	
	
	a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 
	45.295.000
	43.332.750
	95,67 %

	
	
	b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
	30.750.000
	22.785.450
	74,10 %

	
	
	c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 
	25.000.000
	13.619.000
	54,48 %

	
	
	d. Pemeliharaan rutin/berkala mebelaer
	2.500.000
	329.000
	13,16 %

	
	7.
	Program Pendidikan Kedinasan
	705.597.000
	705.571.700
	99,99 %

	
	
	a. Pendidikan penjenjangan struktural 
	705.597.000
	705.571.700
	99,99 %

	
	8.
	Program Peningkatan Kapa-sitas Sumberdaya Aparatur 
	1.193.492.400
	923.349.195
	77,37 %

	
	
	a. Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
	168.463.400
	138.652.534
	82,30 %

	
	
	b. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	75.066.000
	61.034.430
	81,31 %

	
	
	c. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian 
	67.309.000
	65.735.750
	97,66 %

	
	
	d. Monitoring dan evaluasi perundang-undangan bidang kepegawaian
	19.166.000
	17.175.900
	89,62 %

	
	
	e. Bimtek Akuntansi Keuangan
	160.712.000
	136.151.000
	84,72 %

	
	
	f. Bimtek Komputer
	80.561.000
	69.102.250
	85,78 %

	
	
	g. Penerimaan CPNS
	622.215.000
	435.497.331
	69,99 %

	
	9.
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	683.974.900
	641.407.911
	93,78 %

	
	
	a. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 
	6.353.500
	6.348.300
	99,92 %

	
	
	b. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
	67.107.000
	56.218.370
	83,77 %

	
	
	c. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
	13.398.000
	13.397.800
	99,99 %

	
	
	d. Pengangkatan PNS
	14.880.000
	12.721.500
	85,49 %

	
	
	e. Penataan sistim administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
	64.547.000
	57.003.340
	88,31 %

	
	
	f. Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS
	128.191.000
	120.441.006
	93,95 %

	
	
	g. Penyusunan  Formasi pegawai
	49.796.000
	48.458.450
	97,31 %

	
	
	h. Penyelenggaraan QAP
	226.967.500
	225.432.640
	99,32 %

	
	
	i. Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS
	19.478.900
	12.673.850
	65,06 %

	
	
	j. Seleksi Calon Pimpinan Tinggi Pratama
	47.920.000
	45.274.905
	94,48 %

	
	
	k. Pembinaan Disiplin ASN
	45.336.000
	43.437.750
	95,81 %

	
	10.
	Program Administrasi kepegawaian 
	206.251.500
	187.695.518
	91 %

	
	
	a. Penerbitan KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun
	31.820.000
	29.118.958
	91,51 %

	
	
	b. Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK
	18.960.400
	17.507.800
	92,34 %

	
	
	c. Pengelolaan Administrasi kepegawaian
	48.883.000
	43.675.860
	89,35 %

	
	
	d. Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian Daerah
	29.589.600
	28.533.000
	96,43 %

	
	
	e. Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan
	25.000.000
	18.074.900
	72,30 %

	
	
	f. Pembuatan ID Card untuk ASN
	51.998.500
	50.785.000
	97,67 %

	
	11.
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	43.465.000
	36.095.000
	83,04 %

	
	
	a. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kepegawaian
	43.465.000
	36.095.000
	83,04 %


 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari Belanja Langsung BKPSDM tahun 2018 hanya teralisasi 87,07 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp.3.498.866.800,- sehingga terdapat SILPA sebesar Rp. 452.514.851,- atau sebesar 12,93 % hal ini disebabkan karena :

1. Efisiensi belanja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Efisiensi anggaran sebesar Rp. 75.479.800,00 (Tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah. Hal ini sebagai dampak perubahan kebijakan keuangan berkaitan dengan proses pembayaran honorarium pegawai tidak tetap / supporting staff yang sebelumnya dibayarkan pada bulan yang sama dengan metode UP (uang persediaan)/GU (ganti uang) namun untuk Tahun 2018 diubah menjadi dibayarkan pada bulan berikutnya dengan metode SP2D LS, sehingga untuk gaji supporting staff untuk bulan Desember tahun 2018 dibayarkan pada Januari 2019.
2. Efisiensi belanja pada Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur yaitu Kegiatan Penerimaan CPNS
Efisiensi serapan anggaran pada Kegiatan Penerimaan CPNS sebesar 30.01% dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 622.215.000,00 (Enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dimana penyumbang terbesar adalah pada rekening belanja kepesertaan. Menurut hemat kami hal ini disebabkan karena perubahan
sistem atau tata cara pendaftaran CPNS yang sebelumnya dengan menggunakan berkas fisik persyaratan yang dikirim ke pemerintah kabupaten/kota yang dituju, sehingga tingkat ketelitian dari pendaftar berkaitan dengan kelengkapan berkas persyaratan lebih tinggi. Namun demikian di Tahun 2018 proses pendaftaran CPNS dilakukan melalui media online, dimana saat sedang proses pendaftaran CPNS terdapat error yang kemungkinan karena server website pendaftaran CPNS tidak mampu mengakomodir ribuan pendaftar yang melakukan pendaftaran online pada saat yang sama. Sehingga hal itu cukup berpengaruh terhadap kesalahan proses upload berkas persyaratan pendaftar. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya pendaftar CPNS yang tidak lulus proses verifikasi online karena kesalahan upload berkas persyaratan.
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